PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA
NOMOR 28 TANUN 2012

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANGAIASA PEMERINTAN

Memmbang

Mengingat

n

( PROCUREMENT UNIT)

DENGAN RAHMAT TUNAN VANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAN,

bahwa berdasatkan ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan Pasal
130 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Rarang Jasa Pemenntah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa Pemenntah Nomor 05 Tahun 2011 tentang
Unit Layanan Pengadaan, maka Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (- Procurement
Unit ),

bahwa dalam rangha memberihan pelayanan/pembinaan - dibidang
Penpadaan  BarangJasa  dan - melaksanakan pemilihan - penyedia
barang jasa  Khususnya — untuk melaksanakan — pengadaan
barang pekenaan  konstruksijasa  lamnya - dan pengadaan  jasa
konsultanst dengan metode pemilihan Pelelangan Umum, Pelelangan
Sederhana, Pelelangan Terbatas, Penunjukan Langsung, Pengadaan
Langsung dan Kontes di lingkungan Pemenntah Kota Walikota, perlu
perubahaan peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 tentang Unit
Layanan Pengadaan Batang Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
hurat b, perlu menetaphan Peraturan Walikota tentang Unit tentang
1L ayanan Pengadaan ( Procurement Unit )

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok — pokok
Kepegawaian ¢ Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor S5, Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonests Nomor  3041)  sebagaimana  telahdiubah  dengan
Undang — undang nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara
Republih - Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),

Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha vang Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengpara
Negara vang Bersih dan Bebas dart Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

Undang — undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Walikota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
88 Tambahan Lembamn Negara 4115);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



10.

16

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemenntah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamisas)
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741),

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Prediden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,



17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolann Barng Milik [uerah,

(8 Poraturan Kepala | embagn  Kebijakan Pengadaan  arang Jas
Pemerintah (LKPE) Nomot & Tahun 2012 tentang Unit Layanan

Pengndaan,
19 Peraturan Dacrah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kot Pagar Alam
(1 embaran Dacrah Kota Walikota Tahun 2000 Nomaor 2 Sen D),

20 Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 05 Tishun 2010 tentang Sistemn
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Darah Kota Pagar Alam,

MEMUTUSKAN

Menctapkan

PERATURAN WALIKOTA | ENTANG UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANGAASA ( PROCUREMENT UNIT)

BAII
KIETENTUAN LIMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud denpan
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Daerah adalah Kota Pagar Alam
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam

Walikota adalah Walikota Pagar Alam
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKI'D adalah Satuan Kerja
Peranghat Dacrah di Tingkungan Pemerintah Dacrah Kota Pagar Alam

Unit Kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau

beberapa program

Pengadaan  Barang/Jasa Pemenntah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan

Barang/Jasa adalah kegitan untuk  memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD - yang

prosesnyi dimulan dan perencanaan kebutuhan sampai diselesmkannya seluruh kegratan
ylusa yang dibiayar dengan Angparan Pendapatan dan

untuk  memperoleh Barang
Helana Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanga Daerah (APBD), baik yang

dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jisa
I embaga Kebyakan Pengadaan Barang/Jnsa Pemerintah yang selanjutnya disingkat
(LKPP) adalah lembaga Pemenntah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan

kebijakan Pengadaan Barang Jasa
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat (ULE) adalah umt organisas)

pemerintah yan berfunpst melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di SKI') secara
terintegrast dan terpadu yany bersifat permanen, dapat berdir sending atau melekat
pada unit yang sudah ada/struktural maupun non struktural

(11 Kota adalah ULP yang bertugas menyelenpparakan selurub pelayanan pengadaan
dilakukan Pemenntah Kota/ BUMD dan mengkoordinaakan semua
sdaan barang/jasa pada Dinas /Badan /Kantor /Bagian
di Pemenntah Kota atau unit kerja setingkat di

barangy/jasa yang
kegistan penyelenggaraan peng
/Lembaga /Unit Kerga /Satuan Kerya
BUMD
Pengguni Barang/Jasa adalah Pepabat pemegang kewenangan penggunian Harang dan
fatan Jasa milik Negar/Daerah di masing-masing K/L/D/

Pengguna Anggaran - yang sclanjutnya disingkat PA - adalah Pejabnt - pemegang
kewenangan penggunaan anggoran SKPD atau Pejabat yang disamakan pada Institust

lnin Pengguna APBN/APBID.



12 Kuasa Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disinghat KPA adalah Pej

ditetapkan olch PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan olech me
untuk menggunakan APBD

13 Peyabat Pembuat Komitmen yang sclanjutnya dismgkat PPK adalah Pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

14 Kelompok Kerja Pengadaan sclanjutnya disebut Pokja adalah Tun vang terdin atas
Peyabat Fungsional Pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penvedia
barang jasa di dalam ULP

IS Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang Jasa yang melaksanakan Penpadaan Barang Jasa

16 Pamuia/Pejabat Penenima Hastl Pekerjaan adalah paniba pajabat vang dietapkan olch
PA'KPA vang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekenaan

17 Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan
Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansy Jasa Lannya

I8 Sertfikat Keahlian Pengadsan Barang Jasa adalah tanda bukt pengakuan  dan
pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profest dindang Pengadaan Barang Jasa

19 Barang adalah sctiap benda baik berwujud maupun tidak berwupud, bergerak maupun
tidak bergerak, yang dapat diperdaganghan, dipakas, dipergunakan, atau dimanfaatkan
oleh pengguna barang

20 Pekenjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan
konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya

21 Jasa Konsultansi adalah yasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu
diberbagar bidang keillmuan vang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)

22 Jasa Lamnya adalah jasa yang membutuhkan hemampuan terientu yang mengutamakan
keterampilan (skillware) dalam suatu sistem lata kelola yang telah dikenal luwes di
dunia usaha untuk menyelesatkan suatu pekerjaan atau sepala pekenjaan  dan‘atau
penyediaan  jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekenjaan Konstruks: dan
pengudaan barang

23 Pekerjaan Komplehs adalab pekerjaan vang memerlukan tekhnologr tinggr, mempunyai

restho tinggl, menggunakan peralatan yang didesain khusus danatau pekerjaan yang

bermlar di atas Rp 100 000 000 000,00 (seratus miliar rupiah)

74 Pakta Integntas adalah surat pernyataan yang berist tkrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan harang jasa

25 Swakelola adalah  pengadaan  barang jasa dimana pekenaannya  direncanakan,

dikenakan danatau diawasi sendin oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran,

instanst pemenintah lain dan atau kelompok masyarakat

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP, Pejabat Pengadaan

yang memual informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses

pengadaan barang jasa

37 Kontrak Pengadaan barangjasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian
tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang Jasa atau pelaksana Swakelola

% Pelelangan  Umum  adalah metode  pemilihan  Penyedia  Barang Pekerjaan
Konstrukst Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat dukuti oleh semua
Penyedia Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa [ ainnya yang memenuhi syarat

29 Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk
Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyvedia yang mampu melaksanakan diyakin

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks
Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang Jasa lainnya untuk

26

30
pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp $ 000 000 000.- (1 ima milyar ruprah)

31 Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstrukst untuk
pekenaan yang bermila paling tingg) Rp § 000.000.000,- (Lima milvar rupiah).

12 Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekenaan
yang dapat dinkuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultans vang memenuhi syarat

13 Seleks Sederhana adalah metode permlihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa

Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200 000 000,00 ( dua ratus juta rupiah)



34, Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jnsa yang memperlombakan gogasun
onisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/binyanya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Hargn Satuan.

35 Kontes adalah metode pemilihan  Penyedia  Barang  yang memperlombakan
barangbenda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya
tidak dapat ditetaphan berdasarkan FHarga Satuan,

36. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan
menunjuk langsung 1 ( satu ) Penyedia Barang/Jasa

37 Pengadaan Langsung adalah Pengadaian Barang/jasa langsung  kepada Penyedin
Barang Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan langsung

38 Surat Jaminan yang sclanjutnya discbut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat
mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahuan Asuransi yang discrahkan oleh Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenubinya kewajiban Penyedia
Barang/jasa.

39 Pengadaan secara clehtronik
dilaksanakan dengan menggunakan tekhnolog) informast dan

dengan ketentuan perundang-undangan.
40 Layanan Pengadann Sccara Flektronik yang sclanjuinya disingkat LPSE adalah unit
kerja SKPD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik.

Penyedin Barang/Jasa dengan cara

atau [-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang
transaksi clektronik sesua

BAB I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Pembentukan
Pasal 2

['ujuan pembentukan
a Membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efekuf,

efisien, transparan, terbuka, bersaing, adiltidak diskriminatil dan akuntabel
b. Meningkatkan efektifitas tugas dan tungsi SKPPD dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi ,
Menjamin persamaan  kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar
tercipta persaingan usaha yang sehat ,
d Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang

profesional ,

Kedudukan
Pasal 3

Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bersifat permanen Non
Struktural secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi
Bagian Administrasi Pembangunan Sckretaris Daerah dan bertanggungawab kepada
Sekretans Daergh melalui Asisten Administrasi Perckonomian dan Pembangunan,

vang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan
barang/jasa melalui penyedia barang/jasa melalur proses pelelangan/seleksi yang
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dan Anggaran Pendapatan H-.-imuu
Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah



Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas ULP scbagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi |

a
b.
-3

~Menyampaikan hasil pemilihan dan meny

Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK,

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa,

Mengumumkan pelaksanaan pengadaan  barang/jasa di  website Pemerintah
DacralvInstitusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, scrta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional,

Menilai  kualifikasi penyedia  barang/jasa melalui  prakualifikasi  atau
pascakualifikasi,

Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk,

Menjawab sanggahan,
erahkan salinan dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa kepada PPK,

_Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,

Mengusulkan ~ perubahan  Harga Perkiraan  Sendin, Kerangka  Acuan
Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

Membuat laporan mengenai proses dan basil Pengadaan kepada Menten/
Pimpinan Lembaga/ Kepala Dacrah/ Pimpinan [nstitusi,

Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

kepada PA/KPA,
Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan

ULP;

Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem  pengadaan
secara elektronik di LPSE;

Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan  barang/jasa yang telah
dilaksanakan, dan

Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen
pengadaan, data survey harga, dafiar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia

Pasal 6

Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a.
b

C

L]

Menetapkan Dokumen Pengadaan,

Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

Menetapkan pemenang untuk :

1). Pelelangan  atau Penunjukan  Langsung  untuk paket  Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

7). Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi
yang bernilat paling tinggi Rp 10.000 .000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

Mengusulkan penetapan  pemenang kepada Kepala Dacrah untuk  Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi  /Jasa Lainnya yang bemilai di atas Rp

100.000.000.000,- ( seratus miliar rupiah ) dan penyedia Jasa

Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000 000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui

Kepala ULP;

Mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan

perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk

dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan

Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan

pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Perangkat ULP
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan, terdin atas.
a Kepala;
b Sckretanat,
¢. Kelompok Kena;
d Pcjabat Pengadaan,

(2) Personil Perangkat Organisai ULP schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Walikota ,

(3) Kepala ULP/ Anggota Kelompok Kerja ULP Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan
schagai berikut -
a Memiliki integntas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,
b Memahami pekenjaan yang akan diadakan,
¢ Memahami jenis pehenaan terientu yang me

ulp pejabat pengadaan yang bersangkutan,

d Memahami 1si dokumen, metode dan prosedur pengadaan,

Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barangjasa sesual dengan kompetens: yang

dipersyaratkan, dan

{ Menandatangani pakia integritas

njadi tugas ulpkelompok kerja
c

(4) Bagan Struktur Orgamsasi Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota im

(5) Bagan Hubungan Kerja SKPD dengan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan dan
Kelompok KerjaPejabat Pengadaan tercantum dalam Lampiran 11, sebaga bagian
vang tidak terprsahkan dan Peraturan Walikota i

Runng Lingkup Tugss Peranghat ULP

Pasal 8

(1) Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 avat (1) huruf a, berkedudukan setingkat
esclon 11l dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tckms dan
administrast Unit Layanan Pengadaan

(2) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:

2 Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegatan ULP,
b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP,

Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang jasa di ULP dan melaporkan apabila

ada penvimpangan dan atau indikasi penyimpangan,

d Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan  kegiatan  Pengadaan

Barang Jasa kepada Menteni Pimpinan Lembaga Kepala Daerah Pimpinan Institusi,

Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusta ULP,

f Menugaskan menempathan memindahkan anggota Kelompok Kena sesuai dengan
beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP dan pejabat pengadaan yang
telah diusulkan dan ditetapkan oleh PA'KPA; dan

g Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP
kepada PA'KPA Kepala Daerah, apabila terbuku melakukan pelanggaran peraturan
perundang-undangan dan atau KKN

c

(3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meranghap dan bertugas
sebagai anggota Pokja ULP. )



Pasal 9

(1) Ruang lingkup tugas fungsi Ketatausahaan/ Sekretariat ULP meliputi :
a Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, kctatausahaan,
perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
b. Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diselekst,
_ Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan
oleh Pokja ULP;
e. Mengagendakan dan mengkoordinasi
oleh penyedia barang/jasa,
f Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk
mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
g Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
h Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun

laporan: dan
i Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam

proses pengadaan barang/jasa

an

kan sanggahan yang disampaikan

(2) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas
sebagai anggota Pokja ULP.

Pasal 10

(1) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mehputt
Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

~ Menetapkan Dokumen Pengadaan,
Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran,
Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website  Pemerintah
Daeral/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

e Menilai  kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalw  prakualifikasi  atau
pascakualifikasi

f Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

g Khusus untuk Kelompok Kerja ULP:

1) Menjawab sanggahan,

2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi Jasa Lainnya yang bemnilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah); atau

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

3) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP;

4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa,

5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP

h. Khusus Pejabat Pengadaan

1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk

a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bemnilai paling tinggi Rp 200 000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

oo o

dan/atau

b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling
tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP, '



3) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA
mclalui Kepala ULP; dan

4) Membuat laporan mengenai proscs Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA melalui
Kepala ULP.

i, Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanasn kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA.

(2) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK
melalui Kepala ULP.

a. perubahan HPS, dan/atau
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan

(3) Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenal Penyedia
Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuar, pemalsuan dan pelanggaran

lainnya,
(4) Mengusulkan bantuan Tim Teknis danvatau Tim Ahli kepada Kepala ULP

okja dan setiap anggola Pokja ULP

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua |
dalam pengambilan keputusan yang

mempunyal kewenangan yang sama
ditetapkan berdasarkan suara terbanyak
(6) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak bisa
diganggu gugat oleh Kepala ULP

(7) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP

BAR I
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Kepegawaian

Pasal 11
(1) Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut
a  Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas,
b, Memahami pekerjaan yang akan diadakan,
¢ Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas unit layanan pengadaan;
d  Memahami isi dokumen, metoda dan prosedur pengadaan;
Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai
anggota unit layanan pengadaan, dan
f  Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa scsual dengan kompetensi

yang dipersyaratkan,

¢

ditugaskan pada Umit Layanan Pengadaan sebhagaimana

(2) Pegawal yang
1), diberikan tunjangan khusus/imsentif, sesuai ketentuan

dimaksud pada ayat (
peraturan perundang-undangan

(3)Pengangkatan dan pemberhentian  pegawal Unit Layanan Pengadaan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Keuangan
Pasal 12

Pembiayaan operasional Unit Layanan Pengadaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam atau sumber-sumber pendapatan lain yang
sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI

Pasal 13
Pegawai Negen yang diperbantukan di ULP berhak mendapatkan jenjang karier struktural maupun
fungsional sesum peraturan yang berlaku.

Pasal 14

ULP scbaga pejabat atau pelaksana berhak mencrima

(1) Pegawai Negen yang ditugaskan di
erintah Daerah dengan memperhatikan

tunjangan profesi yang besarnya sesuai kemampuan Pem
beban kerja.

(2) Tunjangan profesi schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

BAB YV
TATA KERJA DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 15

(1) ULP Kota wajib berkoordinasi dan menjalin kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Dacrah Kota
(2) ULP Kota wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP

Pasal 16

(1) Hubungan kerja ULP Kota dengan Satuan Kerja Perangkat Dacrah Kota, mehiputs
a Menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan |
b, Mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka
penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan |
¢ Memberikan pedoman dan petunjuk kepada Satuan Kena Perangkat Daerah  dalam
penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa ;
d. Melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang dibenkan

Walikota |

(2) Hubungan kerja ULP Kota dengan LKPP, meliput
a Menyampaikan laporan semester dari hasil pelaksanaan pengadaan |
b. Mengadakan konsultasi sesuar dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang

dihadapi dalam proses pengadaan |
¢ Melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal pengadaan barang/jasa |
d Memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan

barang/jasa |

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wahkota in1 sepanjang
mengenal teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah -



HAB VI
KFTENTUAN PENUTUP

Pasal 18

mmdnbcﬂaku.nmrummwmhummx

(1) Pada saat Peraturan Walikota ¢
Barang/Jnsa Pemerintsh Kot

46 Tabun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan
Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar seliap orang

dapat mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota

ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Pagar Alam

[ietapkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal % At 73012

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto
I DIAZULI KURIS
Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 3 aavteber 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,
dto

H. SAFRUDIN
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR &¢/SERT |



A. BAGAN STRUKTUR OGRANISASI

LAMPIRAN I

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN WALIKOTA
PAGAR ALAM

. g§ TAHUN2012

p wermbic 3012

. UNIT LAYANAN PENGADAAN

BARANG/JASA  PEMERINTAH
( PROCUREMENT UNIT )

UNIT LAYANAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA WALIKOTA

Organisasi
Perangkat
Daerah (OPD)

KEP!\[“‘\

Kelompok
Kerja/Tim/Panitia
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggola

Kelompok
Kerja/Tim/Panitia
(Pokja-2), dst

Staf Pendukung

Keterangan
- Garis Komando
----------- - Gans Fungsional

........

Pejabat
Pengadaan

Sekretariat

WALIKOFARAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS



Organisasi
Perangkat Daerah
(OrD)

1. Membuat dan
menyampaikan
daftar paket
pekerjnan/kegiatan
dengan nilai
pengadaan
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa
lamnya di atas Rp.
100 juta  dan
Konsultansi di atas
Rp. 50 juta yang
akan dilelang
berikut  Dokumen
Administrasi,
Tekms dan HPS
Kepada  Kepala
ULP c.q
Sckretariat ULP,
Menandatangani
surat  penunjuk
penyedia
barang/jasa  dan
sural
perjanjian/kontrak
dengan pemenang

LS

lelang yang
diproses oleh
ULP.

LAMPIRAN 1l : PERATURAN WALIKOTA

PAGAR ALAM
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL @ 8 ~e'¥ 2002

TENTANG  : UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
( PROCUREMENT UNIT )

HUBUNGAN KERJA

SERKRETARIAT

uLe

. Menerima  daftar
paket
pekerjaan/kegiatan
dengan nilai
pengadaan
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa
lainnya di atas Rp
100 juia dan
Konsultanst di atas
Rp. 50 juta yang
akan dilelang
berikut  Dokumen
Administrasi, Teknis
dan HPS dan OPD

2 Memilah dan
mendistribusikan
kegiatan  tersebut
kepada seluruh
Pokja

3. Menyampaikan hasil
lelang  dan  data
dukung kepada
OPD.

KELOMPOK
KERJA/PANITIA
PENGADAAN

1. Melakukan  proses
pemilthan penyedia
barangjasa  sesua
Perpres Nomor 54
tahun 2010.

2. Menyampaikan hasil
lelang dan data
dukung kepada OPD
melalut  Sekretaniat
ULP.

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS



g

Organisasi Perangkat Dacrsh (OPD) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Joss
Pengguna Kuasa Pe 7 0 ST ST
Anggaran (PA) Angglnn(l(r;'uf’}!;.l’l( Sckretaris’Ketua Kelompok Kem.._._._.... S o
Tudnk §
Tidak Kontrak " Banding
J
o Mt I Mebaoiy. | Yo
! Menjawab Sanggah M -cses=ssseesms . Menjawab i
; Banding ! | Sanggahan Banding i
Proses Awal
WALIKOTA PAGAR ALAM,
dto

H. DJAZULI KURIS




